Terjadi di Bank dan Dinas, Dugaan Kerugian Puluhan Miliar

Kejari Dalami Dua Kasus Korupsi
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Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,28/03/2024

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah
melakukan pemeriksaan terhadap dua kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Tenggarong — Dugaan tindak pidana yang merugikan negara ini disebut mencapai
pilihan miliar rupiah. Dua kasus ini terjadi di salah satu bank BUMN Cabang Kukar
serta Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar.

Kepala Kejari Kukar Ari Bintang Prakosa Sejati, Selasa (26/3), mengatakan kasus
korupsi di salah satu bank BUMN cabang Kukar ini memiliki modus yang merugikan,
dan saat ini dalam tahap penyidikan. Sama halnya dengan Dispar Kukar, Bintang
menyebut, pihaknya tengah menyelidiki tindak pidana yang terjadi tahun 2023. “Di
Dispar Kukar terjadi pada Tahun Anggaran 2023, melalui kegiatan bidang ekonomi
kreatif (ekraf),” jelas Bintang.

Dia menyebut, kedua perkara ini sama-sama merugikan negara. Saat ditanya berapa
nominal kerugian yang ditimbulkan, Bintang belum bisa menjawab lantaran belum ada
nominal tetap. Dan masih menunggu hasil perhitungan dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Belum ada nominal tetap, tapi yang di bank
estimasi kerugian sekitar Rp35 miliar,” jelasnya.

Untuk perkara di bidang Ekraf Dispar Kukar yang terjadi tahun 2023 lalu, Bintang pun
belum bisa membuka banyak. Pasalnya, saat ini pihaknya masih proses penyelidikan
dan pengumpulan bukti. Namun, ia pastikan saat penyidikan sudah rampung, Kejari

Kukar akan membuka semuanya.
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“Kami mohon dukungannya, agar kita segera tetapkan tersangka pada kasus yang bank
dan kita naikkan ke penyidikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana,” tutur
Bintang. (qi/far/k8)

Sumber berita:
Kaltim Post, Terjadi di Bank dan Dinas, Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Kejari
Dalami Dua Kasus Korupsi, 28/03/24

Catatan:

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 diatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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